
 

 

 

 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

 

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR 16 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN SATUAN PENGAWAS 

INTERNAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 

dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 

Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,  

dalam rangka pembinaan dan pengawasan BLUD, perlu 

dibentuk Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas 

Internal; 

b. bahwa agar pembentukan Dewan Pengawas dan Satuan 

Pengawas Internal dapat berjalan maksimal perlu diatur 

pedoman pembentukan dewan pengawas dan satuan 

pengawas internal dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Dewan 

Pengawas dan Satuan Pengawas Internal pada Badan 

Layanan Umum Daerah; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di 

Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4934); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 135); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN 

DEWAN PENGAWAS DAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL 

PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat. 

4. Dinas Adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang kesehatan.  

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

kesehatan. 

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut 

UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas. 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum 

Daerah Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut 

UPTD RSUD TUBABA adalah UPTD yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan 

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat 

inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan 

Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas 

adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan 

upaya upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, 

engan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif 

di wilayah kerjanya. 
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9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit 

pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 

mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan 

keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 

pengelolaan daerah pada umumnya. 

10. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat 

dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas yang 

selanjutnya disingkat BLUD UPTD dan adalah Unit Kerja 

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). 

11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya 

disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan 

yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk 

menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian 

dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada 

umumnya 

12. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan 

Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan 

pengawasan terhadap pengelolaan BLUD. 

13. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI 

adalah Satuan Pengawas Internal pada Rumah Sakit 

Umum Daerah dan Puskesmas Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. 

14. Pimpinan BLUD adalah Direktur RSUD TUBABA dan 

Kepala UPTD Puskesmas. 
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Pasal 2  

(1) Dalam Rangka Pengawasan terhadap Pengelolaan BLUD 

UPTD dalam dapat dibentuk Dewan Pengawas. 

(2) Dewan Pengawas dibentuk dan diangkat serta 

diberhentikan oleh Bupati. 

(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan 

Pimpinan BLUD melalui Kepala Dinas. 

 

Pasal 3  

(1) Satuan Pengawas Internal adalah Kelompok jabatan 

fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan 

dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, 

keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam 

menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat terhadap 

pengelolaan sumber daya BLUD UPTD. 

(2) pengawasan dan pengendalian internal terhadap 

pengelolaan sumber daya BLUD UPTD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengawasi 

kebijakan pimpinan telah dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya oleh bawahannya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

(3) Satuan Pengawas Internal berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Pimpinan BLUD. 

(4) Satuan Pengawas Internal dibentuk dan di tetapkan 

dengan Keputusan Pimpinan BLUD. 

 

Pasal 4  

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman 

pelaksanaan pembentukan Dewan Pengawas dan Satuan 

Pengawas Internal. 
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(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk Melakukan 

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksana BLUD 

mengoptimalkan pelayanan kesehatan guna 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan untuk 

menaikkan derajat kesehatan masyarakat serta 

memberikan arahan serta masukan dalam penyelesaian 

masalah yang terjadi. 

 

BAB II  

KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS 

 

Pasal 5  

Jumlah anggota Dewas Pengawas ditetapkan sebanyak 3 

(tiga) orang atau 5 (lima) orang serta seorang di antara 

anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan 

Pengawas. 

 

Pasal 6  

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur : 

a. pejabat pada Dinas; 

b. pejabat perangkat daerah yang membidangi 

pengelola keuangan daerah; dan 

c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan dan 

layanan BLUD. 

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan 

setelah pejabat pengelola diangkat. 

(3) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang 

bersangkrttan harus memenuhi syarat : 

a. sehat jasmani dan rohani; 

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, 

pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi 

yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan 

BLUD; 

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah; 
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d. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen 

keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai 

komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan 

publik. 

e. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan 

fungsi BLUD; 

f. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak 

pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi 

anggota direksi atau komisaris atau dewan 

pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga 

menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang 

yang tidak pernah dihukum karena tindak pidana 

yang merugikan negara; 

g. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 

h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon 

kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, 

dan/atau calon anggota legislatif. 

 

Pasal 7  

(1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan 

selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 

satu kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia 

paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.  

(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati 

setelah masa jabatan berakhir. 

(3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum 

waktunya oleh Bupati. 

(4) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti 

ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan 

Pengawas yang diganti. 

(5) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum 

waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila: 

a. meninggal Dunia; 

b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; 

c. tidak melaksanakan ketentuan perundang-

undangan; 

d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;  
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e. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan 

tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap; 

f. mengundurkan diri; dan 

g. terlibat dalam tindakan kecurangan yang 

mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/ 

atau daerah. 

 

BAB III   

TUGAS DAN KEWAJIBAN 

 

Pasal 8  

(1) Dewan Pengawas berkewajiban melakukan pembinaan 

dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang 

dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dewan Pengawas memiliki tugas : 

a. memantau perkembangan kegiatan BLUD; 

b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja 

nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi 

atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh 

Pejabat Pengelola BLUD; 

c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian 

kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal 

pemerintah; 

d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola 

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; 

e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati 

mengenai RBA yang diusulkan oleh Pejabat 

Pengelola, permasalahan yang menjadi kendala 

dalam pengelolaan BLUD dan kinerja BLUD. 

(3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati 

secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu 

tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. 
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Pasal 9  

(1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas 

untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas. 

(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan 

pengawas. 

 

Pasal 10  

Tugas satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 membantu manajemen untuk : 

a. pengarnanan harta kekayaan; 

b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan; 

c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan 

d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam 

penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat. 

 

BAB IV  

PENDANAAN 

 

Pasal 11   

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 

Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas 

dibebankan pada Anggaran BLUD dan dimuat dalam RBA. 

 

BAB V  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 12  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

 

Ditetapkan di Panaragan 

pada tanggal 14 Januari 2021 

 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

 

 dto. 

 

UMAR AHMAD 

 

Diundangkan di Panaragan  

pada tanggal  15  Januari  2021 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,  

 

           dto. 

 

NOVRIWAN JAYA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021 

NOMOR 16 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum, 

 

 

Budi Sugiyanto, SH Penata 

Tingkat I 

NIP. 19780522 201001 1 009 

 

 


